
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perenunaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAI-A BADAN PERXNCANAAN PEMBANGLINAN NASIONAL
NOMOR KEP. 1 39,/M.PPN,/SES /Hw 07 / 2079

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPA],A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan efektivitas,
efisiensi profesionalisme dalam penyelen&Baraan manajemen
kepegawaian di Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Kenrenterian PPN/Bappenas) melalui pengelolaan sumber day a
manusia yang tetap dan terarah sesuai dengan kebutuhan
organisasi, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber
Daya Manusial

bahwa dengan belum ditetapkannya Sekretaris Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pembentukan Tim
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Perencal'laan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tetcantum dalant
l,ampiran Keputusan int dianggap mampu dan memenuhi
persyaratall untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

an#aota dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya
Manusia;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2074 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lenibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan I.r-rrrbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2018 tentanS AnSSaral'l
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun AnSSdran 2079
(Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 223,
Tambahan lr-mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentangTata Cara
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaintana telah
ditbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian NeSara;
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5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2075 tentang Kementerian
Perencanaall Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentanr Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional seb againlana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nolnor 4 Tahun
2016 tentanS Organisasi dan Tala Kerja Kenrenterian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Petencanaan
Penrbangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun
2017;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun
2O 1 6 tentang Pe rencanaan, Pelaksanaan., Pelaporafi , Pemantauan
dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

KEruTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGTINAN
NASIONAT,/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGI.JNAN
NASIONAL TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER
DAYAMANUSIA.

Menrbentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia,
untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan
keanggotaan seba9airnana tersebut dalam l,ampfuan Keputusan.

Tint Koordinasi terdiri atas PenanSSunS Jawab, Tim Pelaksana, dan
Tenaga Pendukung.

Penanggung Jawab bet[tgas memberikan arahan kebijakan,
rtengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi
saran penrecalran atas permasal ahan pelakanaan kegiatan.

Tim Pelaksana bertugas:

a. nrenrbuat rencana pelaksanaan kegiatan tah:unan1,

b. nrenyiapkan kegiatan pengelolaan SDM dan percncanaan
pegawai Kementerian PPN/Bappenas;

c. nrelakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan;

d. nreny'nsun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada
Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penangg ung Jawab.

Tenaga Pendukung bertugas:

a. nrenrbantu tugas Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan;

b. melaksanakan tuSas kesekretariatan dan tugas lainnya yang
ditugasi oleh Tim Pelaksana.

Dalanr melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi bertanggung jawab
kepada Selu'etaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
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Segala biaya yang diperlukan dalam rungka pelaksanaall tugas Tim
Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
NeSara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggarun 2O19.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2Ol9

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita
{
Erawati



A. PENANGGUNGJAWAB

B. TIMPELAKSANA
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SALINAN
LAMPIRAN
IGPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 139IM.PPN/SES /HW07 /2079
TANGGAL 24JI..[II2019

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian
PPN/Bappenas.

lmanr Gunawan, S.Kom, MAP, Kemetlterian
PPN/Bappenas.

1. Meily Djohar, SH, MBA, Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Endah Widyastuti, S.Sos, MM, Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Myda Susanti, S.Kom. MMSI, Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Priyogi, S.Sos, MM, Kementerian
PPN/Bappenas;

5. Nirmala Shinta Dewi, SE, MGPP, Kementerian
PPN/Bappenas;

6. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si, Kementerian
PPN/Bappenas;

7 . Wildawafi, SH, M.Si, Kementerian
PPN/Bappenas;

8. Heru Prasetyanto Utomo, S.Kom, Keruenterian
PPN/Bappenas;

9. Saptariah Hendrayati, SH, Kementerian
PPN/Bappenas;

10. Tampi Pulung Putri, ST, MPA, Kementerian
PPN/Bappenas;

1 1. Kamila Nadhira, SIA, Kementerian
PPN/Bappenas;

12. Sovi Dasril, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;

13. Suryadi, S.IP, Kementerian Sekretariat Negara;

74. Theodorus Darius Lusi, Kementerian
Sekretariat Negara.
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C. TENAGAPENDUKUNG

MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/
KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

1. Cecep Rubiantq AMd, Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Aliludin,KementerianPPN/Bappenas;

3, Muchammad Mamun) Kementerian
PPN/Bappenas;

4, Faisal Dahlan, S.Kom, Kementerian
PPN/Bappenas;

5. Irene Puspasari, A.Md, Kementerian
PPN/Bappenas;

6. Mohammad Fahmy Fadly, Kementerian
PPN/Bappenas.
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RR. futa Erawati


